
Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur Yogyakarta, 21 April 2025 

 1 

 

Strategi Peningkatan Kinerja IPLT Bawang Kota Tangerang: Kajian Literatur 

Nurina Anggraini1*, Ayomi Dita Rarasati 2 
1,2Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Indonesia, Depok, INDONESIA 

*Corresponding author: nurina.anggraini@ui.ac.id 

INTISARI 

Pengelolaan lumpur tinja merupakan aspek penting dalam sistem sanitasi berkelanjutan, namun masih menghadapi berbagai 
tantangan bagi pelayanan di tingkat kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem Instalasi Pengolahan Lumpur 
Tinja (IPLT) Bawang di Kota Tangerang melalui pendekatan kualitatif dan deskriptif terhadap kondisi lapangan, serta tinjauan 
literatur. Hasil observasi lapangan terhadap kondisi IPLT Bawang menunjukkan cakupan layanan rumah tangga yang masih 
rendah, kualitas efluen yang tidak konsisten memenuhi baku mutu, serta keterbatasan dalam kapasitas operasional dan koordinasi 
kelembagaan. Studi komparatif terhadap berbagai kasus di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengungkapkan bahwa tantangan 
serupa juga terjadi secara global, terutama terkait pendanaan, peran kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan 
sintesis masalah dan bukti empiris, penelitian ini merekomendasikan strategi perbaikan yang mencakup peningkatan teknologi, 
penguatan kebijakan tata kelola, pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. 
Melalui pendekatan yang terintegrasi, pengelolaan lumpur tinja di Kota Tangerang dapat ditingkatkan secara bertahap menuju 
sistem yang lebih efisien, inklusif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 
 
Kata kunci: pengelolaan lumpur tinja, teknologi, kebijakan, pembiayaan, partisipasi masyarakat. 

1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua merupakan salah satu 
tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Kota Tangerang telah 
mencapai 0% Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/ Open Defecation Free (ODF) pada tahun 2020 
(Kemenkes, 2021). Perlu ada kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuangan lumpur tinja 
yang benar, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan (Murungi & van Dijk, 2014). Sebagai upaya 
mempertahankan 0% BABS dan mengurangi pencemaran lingkungan akibat lumpur tinja, Dinas Perumahan, 
Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Tangerang mengelola layanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 
(IPLT) Bawang yang terletak di Kecamatan Cibodas. Dalam menjalankan layanan penyedotan, pembuangan dan 
pengolahan lumpur tinja, saat ini IPLT Bawang memiliki 13 unit truk tinja, 2 unit dump truck dan 7 unit kolam 
pengolahan konvensional, yang dioperasikan oleh 26 orang tenaga pengemudi dan operator sedot tinja, 25 orang 
tenaga pemeliharaan, 3 orang tenaga administrasi, 2 orang pengemudi dump truck, dan 1 orang tenaga mekanik 
bengkel. Gambar 1 menunjukkan cakupan layanan IPLT Bawang pada periode tahun 2022 s.d. 2024. 
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Gambar 1. Cakupan Layanan IPLT Bawang Periode 2022 s.d. 2024 

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang, 2025 

 

Terdapat 416.121 unit rumah di Kota Tangerang pada tahun 2024 (Dinas Perkimtan, 2024). Pada Gambar 1 dapat 
teridentifikasi bahwa cakupan layanan penyedotan, pembuangan, dan pengolahan lumpur tinja di IPLT Bawang per 
tahunnya hanya berkisar 1,1%-1,3% dari jumlah rumah di Kota Tangerang. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan 
layanan dari sektor industri sebesar 261% dalam 3 tahun terakhir. Diperlukan adanya pengolahan primer untuk 
menghasilkan lumpur tinja dengan kualitas yang lebih baik (Singh et al., 2017). Berdasarkan hasil pemeriksaan baku 
mutu lingkungan terhadap outlet IPLT, indikator baku mutu lingkungan melebihi ambang batas yang diatur dalam 
Permen LHK No. 68 Tahun 2016. Gambar 2 menunjukkan hasil uji baku mutu tahun 2022 s.d. 2024. 
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Gambar 2. Hasil Uji Baku Mutu Lingkungan IPLT Bawang Tahun 2022 s.d. 2024 

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang, 2025 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
Penulis menggunakan fishbone diagram pada Gambar 3 untuk mengidentifikasi akar masalah berdasarkan observasi 
lapangan, wawancara dengan pengelola IPLT Bawang, dan studi literatur.  
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Gambar 3. Identifikasi Masalah dengan Fishbone Diagram 

Referensi: (Knieps, 2017; Asmara et al., 2021; Berawi et al., 2021; Fay et al., 2021; Yakubova et al., 2021; Caruso et al., 2022; 
Kumar et al., 2023; Phillips et al., 2022; Purnama Sari Indah et al., 2022; Dinas Perkimtan, 2024) 

 

2 METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur sistematik terhadap 53 artikel ilmiah yang relevan, 
dikombinasikan dengan observasi kondisi kolam pengolahan dan wawancara terbatas  dengan pengelola IPLT 
Bawang, menggunakan daftar pertanyaan yang mengacu pada Petunjuk Teknis Kementerian PUPR Nomor 
CT/AL/Op-TC/003/98 tentang Tata Cara Pengoperasian IPLT Sistem Kolam. Pendekatan kualitatif dan deskriptif 
digunakan untuk menganalisis keandalan kolam pengolahan, kesenjangan dan peluang peningkatan kinerja IPLT. 

 

3 DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

3.1 Praktik Terkini dalam Pengelolaan Lumpur Tinja 
Praktik pengelolaan lumpur tinja telah mengalami banyak perkembangan selama beberapa dekade terakhir sebagai 
respons terhadap meningkatnya regulasi lingkungan, tekanan urbanisasi, dan kebutuhan akan sistem sanitasi yang 
berkelanjutan. Lumpur adalah hasil samping dari proses pengolahan air limbah yang harus ditangani dengan benar 
karena mengandung beban organik tinggi, patogen, dan berpotensi mencemari lingkungan (Yoshida et al., 2013). 

Di negara-negara berpenghasilan tinggi, pengolahan lumpur umumnya dilakukan melalui sistem pengelolaan air 
limbah domestik terpusat (SPALDT) yang melibatkan beberapa tahapan, seperti pengentalan, stabilisasi (biasanya 
melalui digesti anaerobik), pengeringan, dan pembuangan melalui aplikasi lahan atau insinerasi. Pendekatan ini 
didukung oleh infrastruktur yang baik dan regulasi lingkungan yang ketat (Werkneh & Gebru, 2023). Beberapa 
sistem bahkan telah mengintegrasikan sanitasi ekologis, yang memungkinkan pemulihan sumber daya berupa biogas 
dan nutrisi untuk pertanian (Werkneh & Gebru, 2023). 

Sebaliknya, di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat 
(SPALDT) sering kali tidak tersedia atau tidak berfungsi optimal. Sebagian besar wilayah, terutama di daerah 
pinggiran kota dan permukiman informal, bergantung pada sistem pengelolaan air limbah domestik setempat 
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(SPALDS) seperti tangki septik dan jamban leher angsa (Putri, 2017). Lumpur dari fasilitas ini dikumpulkan secara 
berkala dan dibawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Sayangnya, banyak sistem ini mengalami kendala 
seperti pengurasan yang tidak rutin, pengawasan operasional yang lemah, dan kurangnya integrasi dengan kebijakan 
sanitasi kota (Asmara et al., 2021; Kim et al., 2022; Sam et al., 2022). 

Di Asia Selatan, seperti India dan Pakistan, strategi pengelolaan lumpur tinja sangat bervariasi. India telah 
menerapkan model kemitraan pemerintah-swasta (PPP) serta pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan 
cakupan layanan (Purnama Sari Indah et al., 2022; Mundonde & Makoni, 2023). Sementara itu, Pakistan masih 
menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lumpur terdesentralisasi, termasuk pembuangan liar dan kapasitas 
pengolahan yang tidak memadai (Qamar et al., 2022). 

Di kawasan sub-Sahara Afrika, kota seperti Kampala di Uganda mulai menerapkan model sanitasi hibrida, yaitu 
menggabungkan sistem limbah terpusat dengan pengelolaan lumpur tinja untuk daerah yang belum tersambung 
dengan jaringan pipa (Lawhon et al., 2023). Inisiatif ini didukung oleh keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan 
lembaga swadaya masyarakat, meskipun tantangan tetap ada terkait skala dan konsistensi pelayanan. Studi di wilayah 
ini juga menyoroti ketimpangan sosial dan geografis dalam akses terhadap fasilitas pengolahan lumpur, terutama di 
kamp pengungsi dan kawasan informal (Calderón-Villarreal et al., 2022). 

Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sistem pengolahan lumpur modular dan terdesentralisasi semakin populer. 
Unit-unit ini dirancang sesuai dengan jumlah penduduk dan beban limbah lokal, serta memungkinkan respons 
operasional yang lebih cepat dan hemat biaya (Putri, 2017; Stevani & Soewondo, 2021). Studi terbaru juga menyoroti 
potensi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALDS) mampu memfasilitasi pemulihan sumber daya 
secara efisien (de Simone Souza et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan pengolahan urin dan feses secara 
terpisah dari awal, sehingga proses daur ulang lebih terfokus dan efisien. 

Saat ini terjadi pergeseran paradigma dari pengelolaan lumpur sebagai limbah menuju pemanfaatan lumpur sebagai 
sumber daya. Beberapa sistem telah mengembangkan produk dari lumpur seperti kompos, biochar, dan energi yang 
dapat dimanfaatkan kembali (Ddiba et al., 2022; Werkneh & Gebru, 2023; Balkrishna et al., 2025). Pendekatan ini 
sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan bertujuan untuk mengurangi beban lingkungan sekaligus membuka 
peluang ekonomi. 

Namun, tantangan pengolahan lumpur tinja masih tetap ada, terutama terkait dengan kualitas dan keamanan produk 
olahan. Misalnya, Manga et al. (2021) menunjukkan bahwa patogen masih dapat bertahan dalam proses kompos pada 
iklim tropis, sementara Sam et al. (2022) menyoroti peran senyawa polimerik ekstraseluler yang mempengaruhi 
proses pengeringan lumpur dan efektivitas pengolahan. 

 

3.2 Metode Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan elemen kunci dalam sistem pengelolaan lumpur tinja karena berfungsi untuk 
mengidentifikasi kelemahan operasional, memberikan panduan untuk perbaikan sistem, serta memastikan bahwa 
pengoperasiannya tetap sesuai dengan baku mutu lingkungan yang berlaku. Seiring dengan kemajuan teknologi dan 
tuntutan keberlanjutan, berbagai metode dan instrumen penilaian telah dikembangkan untuk mengukur kinerja dari 
aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. (Yoshida et al., 2013; Werkneh & Gebru, 2023). 

Indikator kinerja yang paling umum digunakan terdiri dari efisiensi proses pengolahan, efektivitas biaya, konsumsi 
energi, pemulihan nutrisi, pengurangan volume lumpur tinja, serta kemampuan menghilangkan patogen (Yoshida et 
al., 2013; Manga et al., 2021; Ddiba et al., 2022). Penilaian siklus hidup atau (Life Cycle Assessment/ LCA) juga 
merupakan alat ukur indikator kinerja yang banyak direkomendasikan karena mampu mengevaluasi dampak 
lingkungan dari suatu teknologi secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, dapat dilakukan analisis komparatif 
antara sistem pengolahan konvensional dan inovatif, dengan mempertimbangkan emisi gas rumah kaca, penggunaan 
sumber daya alam, serta output limbah yang dihasilkan (Yoshida et al., 2013). 

Selain itu, pendekatan benchmarking juga digunakan sebagai alat evaluasi kinerja, yang umumnya mengacu pada 
parameter yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau organisasi internasional. Parameter tersebut meliputi 
tingkat kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan untuk pembuangan, frekuensi perawatan sistem, tingkat stabilisasi 
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lumpur tinja, hingga aspek keamanan penggunaan produk hasil pengolahan lumpur tinja. Namun, standar 
benchmarking umumnya lebih berkembang di negara maju. Sebaliknya, negara berkembang sering menghadapi 
keterbatasan dalam ketersediaan tolok ukur yang relevan dan belum memiliki infrastruktur pemantauan yang 
memadai (Kim et al., 2022; Adugna, 2023). 

Selain aspek teknis, aspek ekonomi dan mekanisme pembiayaan juga memainkan peran penting dalam menilai 
efektivitas sistem pengelolaan lumpur tinja. Beberapa penelitian menyoroti perlunya model pembiayaan yang lebih 
inovatif, berorientasi pada hasil (outcome-based), dan disesuaikan dengan struktur fiskal lokal (Akbar Chinna 
Mohideen et al., 2022; Chung et al., 2023; Amin et al., 2025). Dalam konteks ini, Berawi et al. (2021) menunjukkan 
bahwa model pembiayaan infrastruktur berbasis public-private partnership (PPP) dapat dirancang untuk mendorong 
pencapaian teknis melalui skema pembagian biaya dan manfaat yang seimbang. Dalam studi kasus mereka, pihak 
swasta diberi porsi pendanaan dan penerimaan hasil yang sesuai dengan kontribusinya. Dengan cara ini, keberhasilan 
teknis proyek, seperti operasional sistem yang efisien atau manfaat sosial-ekonomi yang nyata, akan berdampak 
langsung terhadap keuntungan finansial. Pendekatan ini menekankan bahwa semakin baik kinerja sistem, semakin 
layak pula investasi secara finansial, sehingga mendorong keberlanjutan proyek. 

Haas et al. (2021) membahas pentingnya mengaitkan model pembiayaan dengan capaian layanan yang diberikan oleh 
infrastruktur, bukan hanya pembangunannya. Mereka menekankan bahwa pembiayaan harus diarahkan untuk 
menjamin keberlanjutan layanan publik, seperti sanitasi atau energi, melalui kontrak berbasis hasil (outcome-based 
contracts) dan pengaturan tarif yang disesuaikan dengan performa. Dengan mengaitkan kinerja teknis terhadap 
standar layanan dengan pengembalian finansial, pendekatan ini memberikan kepastian bagi investor dan operator 
sekaligus menjamin kualitas layanan jangka panjang. 

Asumadu et al. (2023) meneliti mekanisme pembiayaan infrastruktur di kawasan kumuh dan menyimpulkan bahwa 
skema inovatif seperti PPP dan obligasi daerah menjadi efektif jika dikaitkan dengan target pencapaian tertentu. 
Mereka menyarankan agar hibah atau pendanaan tambahan dapat diberikan berdasarkan capaian nyata, seperti 
peningkatan akses sanitasi atau kualitas infrastruktur. Meskipun istilah performance-based grants tidak disebutkan 
secara eksplisit, konsepnya hadir melalui pemberian dana yang dikaitkan dengan indikator kinerja. Pemberian dana 
yang dikaitkan dengan indikator kinerja tersebut menjadikan sistem pembiayaan sebagai alat pendorong pencapaian 
target pembangunan berkelanjutan di daerah berdaya rendah. 

Dalam konteks teknologi pemantauan, penggunaan sensor dan sistem digital secara real-time semakin diakui penting 
dalam menilai kinerja operasional harian IPLT. Namun, penerapan teknologi ini masih terbatas, terutama karena 
keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia (Knieps, 2017; Xu et al., 2021). Di sisi lain, integrasi data 
kinerja ke dalam proses pengambilan keputusan strategis juga belum menjadi praktik yang umum di banyak 
pemerintah daerah, yang menunjukkan perlunya penguatan sistem tata kelola dan manajemen data (Adugna, 2023; 
Mundonde & Makoni, 2023). 

 

3.3 Tantangan dan Hambatan Utama 

Meskipun kesadaran dan investasi terhadap sanitasi semakin meningkat, berbagai tantangan masih menghambat 
kinerja sistem pengelolaan lumpur di banyak wilayah. Tantangan-tantangan ini mencakup hambatan teknis dan 
keuangan, fragmentasi kelembagaan, resistensi sosial, dan kekosongan regulasi (Asmara et al., 2021; Adugna, 2023; 
Mundonde & Makoni, 2023). 

Banyak sistem pengolahan lumpur, khususnya di negara berkembang, mengalami masalah desain yang kurang 
optimal, infrastruktur yang sudah tua, dan kurangnya pemeliharaan rutin (Aghalari et al., 2020; Stevani & Soewondo, 
2021; Amin et al., 2025). Sistem yang awalnya dibangun untuk populasi kecil kini tidak mampu mengimbangi laju 
urbanisasi dan volume lumpur yang tinggi, yang akhirnya menyebabkan pengolahan yang tidak efektif dan 
pembuangan tanpa perlakuan (Hyde-Smith et al., 2022). Di sistem terdesentralisasi, masalah seperti kerusakan 
peralatan, proses pengeringan yang tidak efisien, dan penghilangan patogen yang tidak maksimal sering kali terjadi 
(Manga et al., 2021; Sam et al., 2022). 
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Kekurangan data yang akurat tentang karakteristik dan jumlah lumpur juga memperparah masalah teknis. Tanpa data 
dasar ini, sistem pengolahan sulit dikalibrasi dan pemantauan menjadi tidak efektif (Kim et al., 2022; Qamar et al., 
2022). 

Distribusi layanan lumpur tinja yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok sosial 
menjadi tantangan yang menonjol di berbagai negara. (Ghosh et al., 2022; Demsash et al., 2023) keterbatasan akses 
sanitasi sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan ekonomi lokal. Ketimpangan ini juga diperkuat oleh kelemahan 
tata kelola dan investasi infrastruktur yang tidak merata. Sementara itu, akses sanitasi di wilayah pedesaan yang 
minim turut memperburuk ketimpangan kesehatan dan sosial, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data spasial 
dalam perencanaan layanan sanitasi. 

Pengelolaan lumpur tinja yang tidak memadai dapat memicu penyebaran penyakit berbasis air, terutama diare pada 
anak-anak. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) mampu 
menurunkan mortalitas anak secara signifikan (Waddington et al., 2023). Di sisi lain, studi di komunitas tunawisma 
di Los Angeles menunjukkan bahwa ketidakamanan akses terhadap WASH berkorelasi langsung dengan risiko 
kesehatan dan ketidakstabilan sosial (Avelar Portillo et al., 2023). Selain itu, dampak jangka panjang terhadap status 
gizi, kesejahteraan anak, dan ketahanan masyarakat semakin menegaskan pentingnya pengelolaan lumpur yang 
efektif (Merid et al., 2023). 

Sejumlah literatur secara konsisten menekankan bahwa pengelolaan infrastruktur lumpur tinja sering terhambat oleh 
keterbatasan pendanaan (Yoshino et al., 2020; Omoruyi, 2021). Kegiatan belanja modal umumnya lebih diarahkan 
pada pengadaan air bersih dan sanitasi dasar, sementara aspek pengelolaan lumpur tinja masih sering luput dari 
perhatian.  Akibatnya, dana operasional yang minim berdampak pada kurangnya tenaga kerja, kegiatan pemeliharaan, 
serta pengurasan lumpur secara rutin (Chaitkin et al., 2022; Phillips et al., 2022). 

Tingkat pengembalian biaya operasional pengolahan lumpur tinja melalui tarif juga sangat rendah. Banyak rumah 
tangga, terutama di pemukiman informal, tidak mampu atau enggan membayar layanan pengelolaan lumpur tinja, 
yang berujung pada praktik pembuangan ilegal (Brouwer et al., 2023; Mundonde & Makoni, 2023). Bahkan ketika 
kemitraan publik-swasta digunakan untuk meningkatkan efisiensi, ketidakjelasan dalam pembagian biaya dan risiko 
politik sering kali menjadi hambatan (Yakubova et al., 2021; Asumadu et al., 2023). 

Koordinasi yang buruk antara lembaga pemerintah merupakan hambatan besar dalam pengelolaan lumpur. Tanggung 
jawab untuk sanitasi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan kesehatan masyarakat sering tersebar di 
berbagai lembaga tanpa komunikasi yang memadai (Adugna, 2023; Asmara et al., 2021). Hal ini menyebabkan 
tumpang tindih kewenangan, lemahnya penegakan aturan, dan layanan yang tidak terpadu. 

Contohnya, di Jakarta, pembagian tugas yang tidak jelas antar lembaga menyebabkan duplikasi layanan, pemantauan 
yang lemah, dan kegagalan mencapai target kinerja (Putri, 2017). Di Afrika sub-Sahara, Tsekleves et al. (2022) 
menemukan bahwa banyak proyek donor berjalan secara independen dari sistem pemerintah daerah, tanpa integrasi 
kelembagaan yang kuat. 

Kesadaran dan penerimaan masyarakat menjadi aspek krusial namun sering diabaikan dalam pengelolaan lumpur. 
Beberapa studi menunjukkan bahwa stigma terhadap limbah manusia menjadi penghalang dalam adopsi praktik 
sanitasi yang lebih baik, terutama di budaya yang telah lama terbiasa dengan buang air sembarangan atau 
pembuangan tidak resmi (Caruso et al., 2022; Purnama Sari Indah et al., 2022). Selain itu, keengganan membayar 
layanan sanitasi, yang dianggap sebagai tanggung jawab publik, menurunkan partisipasi rumah tangga dalam sistem 
pengelolaan lumpur (Brouwer et al., 2023; Mundonde & Makoni, 2023). 

Kampanye edukasi sering kali kekurangan dana atau tidak dilaksanakan secara efektif, sehingga hasil perubahan 
perilaku tidak maksimal. Tsekleves et al. (2022) menekankan pentingnya pendekatan partisipatif yang berkelanjutan 
untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat. 

Kebijakan dan regulasi yang jelas serta dapat ditegakkan merupakan kunci dari pengelolaan lumpur yang efektif, 
namun banyak negara berkembang yang belum memilikinya (Qamar et al., 2022; Adugna, 2023). Beberapa negara 
masih menggunakan kebijakan sanitasi lama yang tidak mencakup seluruh siklus pengelolaan lumpur atau prinsip 
pemanfaatan ulang yang modern (Hdidou et al., 2022; Balkrishna et al., 2025). Banyak dari mereka tidak memiliki 
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standar kualitas untuk produk hasil pengolahan lumpur seperti kompos atau biochar, sehingga penggunaannya 
terbatas secara legal dan sosial (Manga et al., 2021; Qamar et al., 2022). Di sisi lain, penyedia layanan informal yang 
tidak diawasi oleh otoritas resmi kerap mendominasi wilayah-wilayah yang kurang terlayani (Kim et al., 2022; Amin 
et al., 2025). 

Pelaksanaan kebijakan juga sering terhambat oleh kapasitas kelembagaan yang lemah dan ketidakstabilan politik. 
Hameiri & Jones (2024) menyoroti ketidaksesuaian antara kerangka pendanaan internasional dan kondisi lokal, 
sementara Omoruyi (2021) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola memiliki pengaruh langsung terhadap hasil 
infrastruktur di negara-negara berkembang. 

 

3.4 Inovasi Teknologi dalam Pengolahan Lumpur Tinja 
Seiring meningkatnya permintaan global akan sanitasi berkelanjutan, inovasi teknologi menjadi pendorong utama 
dalam meningkatkan kinerja sistem pengelolaan lumpur tinja. Dari proses pengolahan canggih hingga otomatisasi 
dan pemantauan digital, berbagai perkembangan terbaru menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi 
tantangan lingkungan dan operasional (Knieps, 2017; Ddiba et al., 2022; Kumar et al., 2023; Werkneh & Gebru, 
2023). 
 

  

Gambar 4. Unit pengolahan mekanis di IPLT Duri Kosambi dan IPLT Sumur Batu 

Referensi: (Stevani & Soewondo, 2021) 

 

Di tengah keterbatasan pendanaan, berbagai inovasi mulai dikembangkan dalam teknologi pengolahan lumpur tinja 
yang berorientasi pada pendekatan berbasis nilai tambah seperti daur ulang, pemanfaatan kembali, dan konversi hasil 
pengolahan lumpur tinja menjadi produk berguna. Beragam metode seperti hidrolisis termal, digesti anaerobik, 
pirolisis, dan pengomposan telah diterapkan untuk tidak hanya mengurangi volume lumpur, tetapi juga menghasilkan 
produk samping bernilai guna seperti energi, pupuk, dan air bersih yang dapat dimanfaatkan kembali. (Yoshida et 
al., 2013; Ddiba et al., 2022; Balkrishna et al., 2025). 

Pendekatan sanitasi ekologis yang mengintegrasikan pemanfaatan energi dan nutrien telah menunjukkan potensi 
dalam menciptakan siklus tertutup dan mendukung pertanian berkelanjutan (Tsekleves et al., 2022). Beberapa inovasi 
terkini bahkan menargetkan penggunaan limbah lumpur untuk produksi biochar dan bahan bangunan ringan. 

Pendekatan terbaru menekankan pada integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam pengolahan lumpur tinja, seperti 
pemanfaatan sludge menjadi energi dan pupuk. Shukla et al. (2023) merangkum pendekatan pemprosesan lumpur 
dengan orientasi pemulihan sumber daya, yang dapat diterapkan untuk mendukung keberlanjutan operasional IPLT. 
Inovasi ini mencakup teknologi dewatering, fermentasi, dan penggunaan sistem reaktor anaerobik modular yang 
berpotensi menurunkan beban operasional dan meningkatkan efisiensi pengolahan. 

Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur di wilayah dengan sumber daya rendah (low-resource setting), yaitu area 
yang menghadapi kendala finansial, teknis, maupun infrastruktur dalam menyediakan sanitasi aman, baik itu 
komunitas pedesaan terpencil (Hdidou et al., 2022), permukiman kumuh perkotaan (Putri, 2017), maupun kota yang 
belum memiliki jaringan instalasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT), sehingga 
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mengandalkan IPLT (Stevani & Soewondo, 2021). Istilah ini diartikan sebagai lingkungan yang minim infrastruktur 
dan dukungan, sehingga menuntut solusi pengelolaan lumpur tinja yang inovatif tapi sederhana, murah, dan sesuai 
kapasitas masyarakat lokal. Meskipun konteks tiap literatur berbeda, semua menekankan pentingnya menyesuaikan 
teknologi sanitasi dengan keterbatasan sumber daya setempat agar layanan berkelanjutan dapat terwujud, dengan 
merekomendasikan pemilihan teknologi sanitasi yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat 
(SPALDS) sederhana berupa tangki septik komunal, untuk mewujudkan cost-efficient, yang dapat dioperasikan 
secara swadaya oleh masyarakat, dengan dukungan pemerintah secara parsial. Strategi yang direkomendasikan untuk 
tangki septik komunal yang sustainable antara lain penyedotan terjadwal, subsidi investasi pemerintah, penyesuaian 
tarif, dan optimalisasi kapasitas IPLT (Putri, 2017; Stevani & Soewondo, 2021).  

Perkembangan signifikan muncul dari pengenalan teknologi berbasis Internet of Things (IoT). Knieps (2017) IoT 
dapat digunakan untuk pemantauan kualitas air limbah dan kondisi operasional secara real-time melalui sensor 
nirkabel yang terhubung ke sistem kendali pusat. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan 
pemeliharaan yang bersifat prediktif, sehingga sangat relevan untuk sistem terdesentralisasi yang sulit diawasi secara 
langsung. Penggunaan sistem cerdas ini juga membantu mengatasi kendala kekurangan tenaga kerja teknis, 
meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko kegagalan operasional yang berujung pada pencemaran lingkungan 
(Knieps, 2017; Sam et al., 2022). 

Cakupan inovasi dapat diperluas dengan menyoroti teknologi lintas sektor dalam sistem Water, Sanitation, and 
Hygiene (WASH) yang menggabungkan sistem pengolahan air limbah dengan solusi manajemen air hujan dan 
penyediaan air bersih. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks perkotaan yang rentan terhadap perubahan iklim 
dan lonjakan populasi (Kumar et al., 2023). Inovasi dalam desain infrastruktur hijau, penggunaan bahan lokal, dan 
penggabungan solusi berbasis alam seperti biofilter dan kolam ekologi menunjukkan bahwa masa depan sistem 
lumpur akan semakin terpadu dan berorientasi lingkungan (Kumar et al., 2023). 

Meskipun banyak teknologi menjanjikan telah tersedia, tantangan tetap ada dalam hal biaya awal yang tinggi, 
keterbatasan infrastruktur digital, dan kapasitas teknis lokal yang terbatas. Oleh karena itu, penting untuk 
memasukkan komponen pelatihan dan penguatan kelembagaan dalam setiap inisiatif pengembangan teknologi. 
Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan lembaga riset untuk memastikan bahwa teknologi 
yang diadopsi benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak hanya bersifat demonstratif (Xu et al., 2021; 
Mundonde & Makoni, 2023). 

3.5 Isu Kebijakan dan Tata Kelola IPLT 
Di samping aspek teknologi dan infrastruktur, keberhasilan pengelolaan lumpur tinja juga sangat bergantung pada 
efektivitas kebijakan dan tata kelola yang mendasarinya. Unsur-unsur penting dalam struktur tata kelola ini meliputi 
kerangka regulasi, pembagian peran antar lembaga, mekanisme penegakan hukum, strategi pembiayaan, serta sistem 
akuntabilitas publik. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tata kelola memiliki peran ganda, bila baik maka dapat 
berperan sebagai pendorong, namun bila lemah atau tidak terkoordinasi maka dapat menjadi kendala dalam upaya 
meningkatkan kinerja sistem pengelolaan lumpur tinja (Asmara et al., 2021; Adugna, 2023; Mundonde & Makoni, 
2023). 

Banyak negara menghadapi masalah fragmentasi kelembagaan, di mana tanggung jawab pengelolaan lumpur tersebar 
di berbagai kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Hal ini sering menyebabkan tumpang tindih tugas, 
lemahnya koordinasi, dan celah dalam pelayanan (Asmara et al., 2021; Adugna, 2023). 

Sebagai contoh, pembagian tugas antar lembaga yang tidak jelas menyebabkan layanan menjadi tumpang tindih 
(Putri, 2017), Sementara itu, di banyak kota di Afrika, pengelolaan lumpur tinja sering dikendalikan oleh organisasi 
yang memberikan dukungan pendanaan, atau pihak swasta, tanpa kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah 
(Calderón-Villarreal et al., 2022; Lawhon et al., 2023). 

Fotio & Nguea (2022)  menyoroti bahwa globalisasi berperan dalam membentuk pola investasi dan distribusi 
infrastruktur sanitasi, terutama di negara-negara Afrika. Ketergantungan pada proyek-proyek berskala besar yang 
digerakkan oleh kepentingan pasar global sering kali memperparah kesenjangan, karena pembangunan cenderung 
difokuskan pada kawasan perkotaan elit, sementara daerah miskin dan pedesaan tertinggal. Situasi ini  menunjukkan 
bahwa kebijakan sanitasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan pengaruh politik dan ekonomi global, yang 
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sangat menentukan alokasi dana dan arah pembangunan. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat penting untuk 
memastikan bahwa campur tangan pihak luar tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial dan akses layanan yang 
merata bagi semua kelompok masyarakat (Fotio & Nguea, 2022; Hameiri & Jones, 2024). 

Keterbatasan pendanaan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sistem pengelolaan lumpur tinja yang 
berkelanjutan. Ahmad (2021) menekankan pentingnya memiliki beragam sumber pembiayaan di Tiongkok untuk 
mendukung infrastruktur hijau. Sementara itu, Fay et al. (2021) dan Bao et al. (2024) menunjukkan bahwa kerja sama 
antara dana pemerintah dan pinjaman dari pemerintah daerah dapat membantu memperluas jangkauan proyek sanitasi 
di perkotaan. Strategi ini sangat relevan dengan Kota Tangerang, dengan komposisi anggaran pengelolaan air limbah 
domestik sebesar Rp 11.703.273.566 atau 3,48% dari anggaran Dinas Perkimtan sejumlah Rp 336.152.349.338 
selaku pengampu urusan sanitasi (Dinas Perkimtan, 2024). Penerapan insentif fiskal dan integrasi antara belanja 
sanitasi dan pembangunan berkelanjutan menjadi opsi yang layak dikaji lebih lanjut. 

Kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/ PPP) dipromosikan sebagai solusi untuk meningkatkan 
efisiensi dan membiayai kekurangan anggaran pemerintah (Yoshino et al., 2020; Yakubova et al., 2021). Namun, 
seperti ditunjukkan oleh Mundonde & Makoni (2023), keberhasilan PPP sangat tergantung pada kerangka kontrak 
yang jelas, insentif berbasis kinerja, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan. 

Tata kelola yang baik mencakup keterlibatan komunitas secara aktif, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga 
sebagai pengawas dan pengambil keputusan. Purnama Sari Indah et al. (2022) dan Tsekleves et al. (2022) 
menunjukkan bahwa sistem sanitasi yang dirancang bersama masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk 
bertahan dalam jangka panjang. Namun, untuk memastikan partisipasi masyarakat bersifat substantif dan berdampak 
langsung terhadap pengambilan keputusan, dibutuhkan dukungan politik, ruang untuk berdiskusi, dan mekanisme 
insentif yang membuat masyarakat merasa memiliki sistem tersebut. Tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah, 
partisipasi warga seringkali hanya bersifat formalitas dan tidak benar-benar mempengaruhi desain maupun 
keberlanjutan program (Lawhon et al., 2023; Mundonde & Makoni, 2023). 

 

3.6 Studi kasus dan Pembelajaran Komparatif 
Studi kasus memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana sistem pengelolaan lumpur tinja berfungsi 
di lapangan. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi, kebijakan, kelembagaan, dan perilaku 
sosial saling memengaruhi dalam situasi tertentu. Literatur yang dianalisis mencakup berbagai contoh dari Asia, 
Afrika, dan Amerika Latin, yang memperlihatkan tidak hanya kegagalan yang dapat dijadikan pelajaran, tetapi juga 
praktik-praktik yang berhasil dan berpotensi untuk diterapkan. (Haas et al., 2021; Mundonde & Makoni, 2023; Qamar 
et al., 2022). 

Rendahnya cakupan layanan penyedotan lumpur tinja secara resmi di IPLT Bawang, yaitu hanya sekitar 1,1–1,3% 
dari total 416.121 rumah di Kota Tangerang pada tahun 2024 (Dinas Perkimtan, 2024), menjadi indikator utama 
kurang optimalnya kinerja sistem pengelolaan lumpur tinja. Tantangan ini juga tercermin pada studi-studi terdahulu 
di Indonesia, seperti pada IPLT Supit Urang Kota Malang dan IPLT Sumur Batu Kota Bekasi, dengan kondisi 
kapasitas layanan yang tidak sebanding dengan potensi kebutuhan (Asmara et al., 2021). 

Sementara itu, peningkatan layanan di sektor industri dan komersial yang terdiri dari UMKM, Industri Menengah, 
Rumah Sakit, Apotek, dan Industri Besar meningkat sampai dengan 261% dalam tiga tahun terakhir (Dinas 
Perkimtan, 2024) menyoroti ketimpangan pemanfaatan layanan antara sektor rumah tangga dan non-rumah tangga, 
ketimpangan ini sejalan dengan kondisi serupa yang dilaporkan di Ghana dan Zimbabwe (Asumadu et al., 2023; 
Mundonde & Makoni, 2023). 

Lebih lanjut, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa limbah hasil olahan IPLT Bawang secara rutin melampaui 
ambang batas baku mutu lingkungan, khususnya pada parameter BOD, COD, dan TSS. Studi di berbagai lokasi 
seperti Uganda dan Pakistan juga menunjukkan kelemahan serupa dalam efektivitas pengolahan lumpur 
konvensional (Manga et al., 2021; Qamar et al., 2022; Werkneh & Gebru, 2023). 

Ahmad (2021) dan Bao et al. (2024) menekankan pentingnya merancang ulang skema pembiayaan IPLT dengan 
mengintegrasikan pendekatan fiskal lokal yang lebih responsif. Bazaanah & Mothapo (2024) turut memperkuat 
pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa penyediaan layanan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah pinggiran 
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dan pedesaan membutuhkan perencanaan layanan yang kontekstual serta investasi jangka panjang. Sementara itu, 
temuan dari Shukla et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem IPLT yang  memungkinkan pemanfaatan 
kembali hasil pengolahannya menjadi energi, air, atau pupuk dari lumpur tinja,  dapat meningkatkan efisiensi 
operasional dan mendukung upaya pemanfaatan limbah secara berkelanjutan. Merid et al. (2023) dan Waddington et 
al. (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan pengelolaan lumpur tinja sangat penting sebagai 
bagian dari strategi kesehatan masyarakat, khususnya dalam mencegah penyebaran penyakit diare di kawasan padat 
penduduk. 

Berikut ini adalah studi kasus dan pembelajaran komparatif yang yang dirangkum dari kajian literatur terhadap 
penelitian terdahulu: 

1. Jakarta, Indonesia – Desentralisasi dan Tantangan Koordinasi 

Jakarta merupakan contoh yang jelas dari tantangan fragmentasi tata kelola dalam pengelolaan sanitasi di kota 
megapolitan. Putri (2017) menjelaskan bahwa berbagai instansi memiliki peran masing-masing, mulai dari 
pembangunan fasilitas sanitasi berbasis on-site hingga pengumpulan dan pengolahan lumpur tinja. Namun, 
koordinasi yang lemah antar instansi menyebabkan sejumlah permasalahan, misalnya tidak efisiennya biaya 
operasional, kekosongan data, dan tumpang tindih layanan. Upaya desentralisasi yang dilakukan tidak diiringi dengan 
mekanisme pengawasan yang memadai, sementara pemerintah daerah menghadapi kendala berupa keterbatasan 
anggaran dan mandat yang kurang jelas. Meskipun terdapat investasi untuk membangun IPLT skala kecil, lemahnya 
penegakan regulasi serta kurangnya komunikasi kepada masyarakat turut menghambat efektivitas implementasinya. 
Kasus Jakarta menunjukkan pentingnya koordinasi kelembagaan yang solid dan sistem pemantauan yang terstruktur 
dalam mendukung keberhasilan sistem pengelolaan lumpur tinja. 

2. Kampala, Uganda – Pendekatan Hibrida dan Keterlibatan Komunitas 

Kampala menunjukkan pendekatan sanitasi hibrida, yang menggabungkan sistem limbah terpusat dan pengelolaan 
lumpur tinja terdesentralisasi untuk daerah yang belum tersambung. Lawhon et al. (2023) menyebutkan bahwa kota 
ini melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
layanan, yang meningkatkan penerimaan pengguna dan cakupan layanan. Pengalaman Kampala menunjukkan bahwa 
perpaduan antara infrastruktur formal dan model yang berbasis komunitas dapat meningkatkan kinerja layanan jika 
didukung oleh pembiayaan fleksibel dan tata kelola yang inklusif. Namun, tantangan tetap ada dalam memperluas 
pendekatan ini secara merata dan mempertahankan kualitas layanan. 

3. Pakistan – Risiko Kesehatan Akibat Penanganan Lumpur yang Buruk 

Kondisi di Pakistan menggambarkan risiko kesehatan masyarakat yang timbul akibat pengelolaan lumpur yang tidak 
terkendali. Qamar et al. (2022) menjelaskan bahwa di banyak wilayah, pembuangan lumpur tinja dilakukan ke saluran 
terbuka atau langsung ke lahan pertanian, yang menyebabkan kontaminasi lingkungan dan wabah penyakit. Regulasi 
hampir tidak ada, dan koordinasi antar lembaga sangat lemah. Upaya reformasi pengelolaan lumpur sering terhambat 
oleh ketidakstabilan politik, kekurangan anggaran, dan rendahnya kesadaran publik. Studi ini menekankan 
pentingnya kerangka kebijakan nasional, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat. 

4. Dhaka, Bangladesh – Kepadatan Tinggi dan Tekanan Infrastruktur 

Dhaka menghadapi tantangan khas kota padat penduduk, Angelakis et al. (2023) menjelaskan bahwa meskipun 
proyek jaringan pembuangan berskala besar tersedia, cakupannya tidak merata dan banyak wilayah masih bergantung 
pada tangki septik. Kota ini telah menguji coba beberapa IPLT, tetapi keterbatasan lahan, kapasitas kelembagaan 
yang lemah, dan hambatan keterjangkauan menjadi kendala. Namun, studi tersebut menunjukkan bahwa investasi 
infrastruktur yang ditargetkan dan disertai partisipasi masyarakat dapat memberikan hasil positif, terutama jika 
selaras dengan rencana pembangunan kota. 

5. Zimbabwe – Kegagalan PPP di Lingkungan Politik yang Tidak Stabil 

Di Zimbabwe, upaya menggunakan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam pembangunan infrastruktur sanitasi 
menunjukkan hasil yang beragam. Mundonde & Makoni (2023) menyatakan bahwa meskipun PPP menawarkan 
pembiayaan dan keahlian teknis, kontrak yang lemah, campur tangan politik, dan kurangnya keterlibatan komunitas 
menyebabkan ketidakberhasilan. Kasus ini menegaskan bahwa PPP bukan solusi otomatis, mereka membutuhkan 
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tata kelola yang kuat, struktur akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Tanpa itu, PPP justru berisiko 
memperdalam kesenjangan layanan atau menghasilkan infrastruktur yang tidak berkelanjutan. 

 

3.7 Sintesis Masalah dan Rekomendasi Strategi Berdasarkan Studi Komparatif 
Diagram identifikasi masalah pada Gambar 3 menunjukkan bahwa rendahnya kinerja IPLT Bawang disebabkan oleh 
berbagai faktor, mulai dari aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, hingga partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan 
dengan studi komparatif dari berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang menunjukkan bahwa 
permasalahan serupa juga terjadi di banyak kota berkembang. Oleh karena itu, penting untuk menyusun strategi 
peningkatan kinerja yang berdasarkan bukti dan sesuai dengan kondisi Kota Tangerang sebagai berikut: 

1. Aspek Teknis dan Infrastruktur 
Kualitas efluen IPLT Bawang yang tidak stabil dan sering tidak memenuhi baku mutu juga ditemukan dalam 
kasus serupa di kota-kota seperti Dhaka dan Kampala. Untuk mengatasinya, dibutuhkan peningkatan teknologi 
pengolahan lumpur, misalnya melalui sistem modular, unit dewatering, dan pemanfaatan hasil olahan sebagai 
energi atau pupuk (Shukla et al., 2023; Werkneh & Gebru, 2023). 
 

2. Kelembagaan dan Koordinasi 
Minimnya koordinasi antar instansi, seperti yang terjadi di Jakarta (Putri, 2017) dan Zimbabwe (Mundonde & 
Makoni, 2023), mengakibatkan tumpang tindih peran dan lemahnya pengawasan. Situasi serupa juga terjadi di 
IPLT Bawang. Maka, penting untuk membentuk mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga dan 
memperkuat sistem pemantauan kinerja. 
 

3. Pendanaan yang Terbatas 
Layanan lumpur rumah tangga di IPLT Bawang masih sangat terbatas, salah satunya karena keterbatasan dana. 
Studi di Tiongkok dan Ghana menunjukkan bahwa pembiayaan dari berbagai sumber, seperti dana pemerintah, 
pinjaman lokal, dan insentif berbasis hasil, dapat meningkatkan keberlanjutan layanan (Ahmad, 2021; Fay et al., 
2021Asumadu et al., 2023). Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk memperkuat pembiayaan di Kota Tangerang. 

 
4. Keterlibatan Masyarakat 

Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan tersendiri. Studi di beberapa kota di Afrika 
dan Asia menunjukkan bahwa program sanitasi yang dirancang dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih 
berhasil dan berkelanjutan (Purnama Sari Indah et al., 2022; Tsekleves et al., 2022). Oleh karena itu, upaya 
edukasi dan upaya melibatkan masyarakat perlu diperkuat. 

 
5. Ketimpangan Akses 

Data menunjukkan bahwa peningkatan cakupan layanan IPLT lebih banyak dipengaruhi industri dibandingkan 
rumah tangga. Hal ini mencerminkan ketimpangan yang juga ditemukan di negara lain seperti Pakistan dan 
Ghana. Maka, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan akses layanan yang lebih merata dan adil. 

 
6. Dampak terhadap Kesehatan 

Sistem pengelolaan lumpur yang tidak optimal dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di daerah 
padat penduduk. Studi di Pakistan dan Los Angeles menunjukkan bahwa sanitasi yang buruk berkaitan langsung 
dengan meningkatnya risiko penyakit seperti diare (Avelar Portillo et al., 2023; Qamar et al., 2022). Temuan 
tersebut menegaskan bahwa peningkatan kinerja IPLT juga merupakan bagian penting dari strategi kesehatan 
masyarakat. 

Studi komparatif membantu memperjelas bahwa permasalahan di IPLT Bawang bukanlah kasus yang berdiri sendiri, 
tetapi bagian dari pola umum yang terjadi di kota-kota berkembang. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu disusun 
secara menyeluruh, berbasis data, dan mempertimbangkan kondisi lokal, agar mampu menjawab tantangan teknis, 
kelembagaan, dan sosial secara terpadu. 
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4 KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja sistem pengelolaan lumpur tinja di IPLT Bawang, Kota Tangerang, masih 
menghadapi berbagai tantangan dari sisi teknis, kelembagaan, pembiayaan, hingga partisipasi masyarakat. Hasil 
observasi lapangan mengungkapkan bahwa cakupan layanan rumah tangga masih sangat rendah, kualitas efluen 
belum stabil memenuhi baku mutu, dan terdapat keterbatasan dalam kapasitas operasional maupun dukungan 
anggaran. 

Melalui studi literatur dan analisis komparatif dengan kasus-kasus di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, ditemukan 
bahwa permasalahan serupa juga terjadi di banyak negara berkembang. Masalah seperti lemahnya koordinasi, 
pendanaan yang tidak berkelanjutan, dan minimnya keterlibatan masyarakat adalah isu umum yang menghambat 
keberhasilan sistem pengelolaan lumpur tinja. 

Untuk itu, dibutuhkan strategi peningkatan kinerja IPLT secara terpadu secara menyeluruh dan berbasis pada data. 
Strategi yang direkomendasikan meliputi perbaikan teknologi pengolahan, memperkuat kerja sama antar lembaga 
dan sistem pemantauan, mengembangkan model pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan, serta melibatkan 
masyarakat secara aktif melalui edukasi dan insentif. Kedepannya, pemerintah daerah perlu menempatkan 
pengelolaan lumpur tinja sebagai bagian penting dari kebijakan kesehatan dan pembangunan daerah. Melalui kerja 
sama antar sektor dan pendekatan yang menyeluruh, sistem pengelolaan lumpur tinja di IPLT Bawang Kota 
Tangerang dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi lebih adil, efisien, dan tahan terhadap tantangan ke depan. 
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